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Introduction/Main Objectives: Sustainable Development Goals
(SDGs) face multidimensional challenges including extreme poverty,
social disparities, and environmental degradation. This study
examines the integration of Quranic social justice within sustainable
development, analyzing distributive, procedural, and restorative
dimensions against SDG frameworks. Background Problems: How
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ABSTRAK

Pendahuluan/Tujuan Utama: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menghadapi tantangan
multidimensi termasuk kemiskinan ekstrem, disparitas sosial, dan degradasi lingkungan. Penelitian ini
mengkaji integrasi keadilan sosial Qur'ani dalam pembangunan berkelanjutan, menganalisis dimensi
distributif, prosedural, dan restoratif terhadap kerangka SDGs. Latar Belakang Masalah: Bagaimana
prinsip keadilan sosial Qur'ani (‘adl, gist, mizan) dapat mengatasi kesenjangan distributif, prosedural,
dan restoratif dalam implementasi SDGs konvensional? Kebaruan: Penelitian ini secara unik
memetakan tiga dimensi keadilan Qur'ani, yakni distributif (‘adl), prosedural (qist), dan restoratif
(mizan) ke dalam target SDGs, menawarkan kerangka etika Islam yang belum banyak dieksplorasi
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dalam literatur pembangunan. Metode Penelitian: Penelitian literatur kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis terhadap teks Al-Qur'an, dokumen SDGs, dan literatur keadilan dalam perspektif
Islam. Temuan/Hasil: Keadilan distributif melalui zakat mencegah konsentrasi kekayaan (SDG 1 & 10),
keadilan prosedural memastikan proses yang adil (SDG 16), dan keadilan restoratif mempromosikan
keseimbangan ekologi (SDG 15), menciptakan keselarasan komprehensif SDGs. Simpulan: Keadilan
sosial Qur'ani memberikan fondasi moral bagi SDGs yang adil, dengan dimensi distributif, prosedural,
dan restoratif menawarkan solusi kebijakan untuk kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Kata kunci: Keadilan Sosial Qur'ani, SDGs, keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan
restoratif, pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Agenda global pembangunan berkelanjutan yang diformulasikan dalam Sustainable
Development Goals (SDGs) 2015 kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan
multidimensional. Berbagai kajian menunjukkan menguatnya problem kemiskinan ekstrem,
melebaranya kesenjangan antar kelas sosial, serta kerusakan lingkungan yang mengancam
keberlanjutan kehidupan (Sachs et al., 2019). Beragam upaya teknokratis telah ditempuh,
namun sering kali mengabaikan dimensi nilai moral dan spiritual yang sesungguhnya
berpotensi besar menjadi panduan etis bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih
manusiawi dan adil (Yasmeen et al., 2024). Dalam konteks ini, Islam menawarkan perspektif
luas melalui prinsip keadilan sosial yang termaktub dalam Al-Qur’an, yang menekankan
pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi yang adil, dan perlindungan kelompok lemah
sebagai prasyarat keadilan(Afifi et al., 2025; Ashari et al., 2025). Keadilan tidak dipahami
sekadar konsep abstrak, tetapi dijabarkan dalam bentuk kesetaraan, kebajikan, dan
keseimbangan, serta diperkuat dengan instrumen konkret seperti zakat dan sedekah yang
dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan memutus siklus kemiskinan struktural
(Beik & Arsyianti, 2016). Kondisi ini menjadikan integrasi prinsip keadilan sosial Qur’ani ke
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan sebagai isu yang secara empiris sekaligus
normatif sangat signifikan untuk dikaji.

Bagi Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan
telah mengadopsi SDGs melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, integrasi nilai-nilai
Al-Qur'an ke dalam strategi pembangunan nasional bukan sekadar pilihan simbolik,
melainkan kebutuhan strategis. Berbagai studi tentang zakat, inclusive growth, dan SDGs
menegaskan bahwa instrumen keuangan sosial Islam dapat berkontribusi signifikan terhadap
pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus memperkuat kohesi sosial (Awang et
al., 2025; Ayuniyyah et al., 2018; Dirie et al., 2024). Pengintegrasian kerangka SDGs dengan
prinsip keadilan sosial Qur’ani berpotensi memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan,
pengurangan ketimpangan, penghapusan kesenjangan gender, dan perluasan akses layanan
dasar. Namun, telaah pustaka menunjukkan bahwa diskursus pembangunan berkelanjutan
dalam perspektif Islam (Islamic sustainable development) masih relatif terfragmentasi. Banyak
kajian berfokus pada aspek teknis seperti mekanisme keuangan syariah, pengelolaan zakat
dalam skala terbatas, atau manajemen lingkungan dari sudut pandang fikih semata (Garbo et
al., 2025; Kartika Putri et al., 2025; Ma & Sukmana, 2025). Meskipun kontribusi kajian tersebut
penting, analisis yang secara sistematis menghubungkan prinsip-prinsip keadilan sosial
dalam Al-Qur’an dengan kerangka SDGs yang telah menjadi konsensus global masih terbatas
(Dirie et al., 2024; Yasmeen et al., 2024).
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Beberapa penelitian menegaskan relevansi zakat dan instrumen sosial Islam lainnya
sebagai alat redistribusi dan pengentasan kemiskinan, namun belum merumuskan model
integratif yang memetakan secara jelas hubungan antara dimensi keadilan dalam Al-Qur’an—
meliputi aspek distributif, prosedural, dan restoratif —dengan target-target spesifik SDGs
(Afifi et al., 2025; Dirie et al., 2024; Yasmeen et al., 2024). Di sisi lain, masih terdapat
kesenjangan literatur terkait penerjemahan nilai-nilai normatif keagamaan ke dalam kebijakan
publik modern tanpa mengurangi kedalaman spiritualnya. Pendekatan integratif yang
menghubungkan sumber-sumber primer Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadis dengan teori
pembangunan sosial kontemporer masih jarang dilakukan. Sebagian kajian cenderung
terjebak pada dikotomi: sangat normatif-teologis tanpa pijakan empiris yang kuat, atau sangat
empiris-positivistik tanpa landasan epistemologis keagamaan yang memadai (Adiyono et al.,
2024; Kurniawan, 2020). Kesenjangan ini menunjukkan perlunyajembatan epistemologis yang
menghubungkan khazanah keilmuan Islam dengan ilmu sosial modern agar dapat menjawab
kompleksitas persoalan pembangunan di masyarakat Muslim kontemporer.

Urgensi integrasi teks Islam dan ilmu pengetahuan modern dalam konteks
pembangunan berkelanjutan dapat ditinjau dari tiga aspek utama. Pertama, secara
epistemologis, integrasi ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi dikotomi ilmu
agama dan ilmu umum yang kerap menghambat perkembangan intelektual dunia Islam.
Gagasan integrasi-interkoneksi ilmu yang dikembangkan Amin Abdullah menekankan
pentingnya pendekatan multidispliner, interdisipliner, dan transdisipliner untuk
mempertemukan ilmu keislaman dan ilmu modern dalam satu kerangka keilmuan yang
saling melengkapi (Dasrizal et al., 2024). Kedua, secara kebijakan praktis, penyelarasan nilai
Islam dengan kerangka SDGs berpotensi meningkatkan legitimasi, kepercayaan, dan
partisipasi publik dalam program pembangunan, karena program yang selaras dengan nilai
dan keyakinan lokal cenderung lebih mudah diterima Masyarakat (Abdi et al., 2025). Ketiga,
secara etis-filosofis, integrasi ini menawarkan cara pandang yang lebih holistik terhadap
pembangunan. Model pembangunan modern kerap dikritik reduktif dan materialistik,
menempatkan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan sebagai tujuan utama,
sementara perspektif Islam melalui konsep khalifah memposisikan kesejahteraan material
sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan spiritual dan
kehidupan yang bermakna(Yasmeen et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:
(1) bagaimana makna dan dimensi keadilan sosial Qur’ani dapat diidentifikasi dan dipahami
dalam kerangka distributif, prosedural, dan restoratif; dan (2) bagaimana dimensi-dimensi
keadilan tersebut dapat dipetakan dan diintegrasikan secara konseptual dengan kerangka
SDGs. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis secara teoretis konsep
keadilan sosial dalam Al-Qur’an dengan menonjolkan dimensi distributif, prosedural, dan
restoratif; serta (2) merumuskan model konseptual integrasi keadilan sosial Qur’ani dengan
kerangka SDGs sebagai landasan etis bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori besar keadilan sosial dalam Islam sebagai dasar analisis
integrasi dengan SDGs, diikuti definisi, asumsi, dan hubungan antar variabel utama. Tinjauan
ini mencakup literatur relevan, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian yang
dikembangkan untuk mendukung analisis dimensi distributif, prosedural, dan restoratif.
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Keadilan Sosial Qur'ani dan Maqashid Syariah

Teori keadilan sosial dalam Islam bersumber utama dari Al-Qur'an, yang
menempatkan keadilan ('adl) sebagai prinsip sentral untuk menciptakan tatanan sosial
yang harmonis dan berkelanjutan (Ramadhani et al., 2025). Tiga konsep kunci
keadilan, yakni ‘adl (kesetaraan/imparsialitas), gist (proporsionalitas/kebajikan), dan
mizan (keseimbangan kosmik) membentuk fondasi teoretis yang holistik, sejalan
dengan Magashid Syariah (tujuan syariat) yang melindungi agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta (PATRIA, 2025; Rosyadah, 2019). Teori ini tidak hanya normatif,
tetapi juga operasional melalui instrumen seperti zakat dan sedekah, yang berfungsi
sebagai mekanisme redistribusi untuk mencegah ketimpangan struktural (Beik &
Arsyianti, 2016).

Definisi dan Asumsi Variabel Utama

e Keadilan Distributif (“Adl), yaitu keadilan yang memberikan hak secara setara
dan imparsial, didefinisikan sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya
sesuai kualitasnya (Rosyadah, 2019). Zakat sebagai realisasi ‘adl diasumsikan
mampu mengurangi kemiskinan struktural (sesuai dengan SDG 1 & 10) dengan
distribusi proporsional.

e Keadilan Prosedural (Qist): Proporsionalitas dan keseimbangan dalam proses
sosial/hukum, seperti rekonsiliasi konflik (QS. Al-Hujurat :9) (Yasmeen et al.,
2024). Qist diasumsikan mendukung tata kelola yang adil dan partisipasi
inklusif (sesuai dengan SDG 16).

e Keadilan Restoratif (Mizan): Keseimbangan universal dan pemulihan
kerusakan (QS. Ar-Rahman :7-9), meliputi restorasi sosial-lingkungan
(PATRIA, 2025). Mizan diasumsikan memastikan keberlanjutan ekosistem dan
pemulihan ketimpangan (sesuai dengan SDG 15).

Variabel SDGs didefinisikan sebagai kerangka global dengan 17 tujuan, di mana
prinsip Islam selaras melalui Magashid Syariah untuk penguatan etis (Awang et al.,
2025).

Hubungan Antar Variabel dan Penelitian Relevan

Hubungan antar variabel membentuk model triangular. Dimensi ‘adl (keadilan
distributif) mendistribusikan sumber daya (SDG ekonomi), dimensi gist (keadilan
procedural) memastikan proses yang adil (SDG tata kelola), dan dimensi mizan
(keadilan restoratif) memulihkan keseimbangan (SDG lingkungan). Ketiganya saling
memperkuat melalui zakat sebagai katalisator (Shodiq, 2024; Yasmeen et al., 2024).
Penelitian relevan lainnya, misalnya Katamso (2025) menunjukkan integrasi zakat
dengan inclusive growth untuk SDGs, sementara Ahyani et al., (2025) mengonfirmasi
peran progresif zakat dalam pengurangan ketimpangan. Namun, pemetaan dimensi
restoratif masih terbatas (Wahid et al., 2022).

Kerangka penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi keadilan Qur'ani
dengan kluster SDGs:
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Tabel 1. Dimensi Keadilan Qur’ani dalam Kerangka SDGs

. . e e e e s Target SDGs Instrumen
Dimensi Qur'ani Definisi Singkat Terkait Islam
Distributif ("Adl) Redistribusi setara SDG1, 2,10 Zakat, Infaq
Prosedural (Qist)  Proses proporsional SDG 5, 16 Syura, Qada'
Pemulih
Restoratif (Mizan) emTl Lan SDG 13, 15 Hisbah, Taubat
keseimbangan

Sumber: dari berbagai literatur (data diolah)
Kerangka ini mengasumsikan sinergi holistik untuk pembangunan
berkelanjutan yang sesuai prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan tinjauan kualitatif, proposisi teoritis yang dikembangkan adalah
sebagai berikut:
P1: Integrasi dimensi distributif (‘adl) dengan SDGs ekonomi secara signifikan
mengurangi kemiskinan struktural.
P2: Dimensi prosedural (gist) memperkuat tata kelola inklusif dalam implementasi
SDGs.
P3: Dimensi restoratif (mizan) mendukung keberlanjutan lingkungan melalui prinsip
Islam.
P4: Model triangular keadilan Qur'ani lebih komprehensif daripada pendekatan
sekuler SDGs dalam konteks Indonesia.
Kerangka ini dianalisis melalui studi pustaka deskriptif-analitis terhadap teks Al-
Qur'an dan literatur SDGs, yang akan menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka
(library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama
penelitian adalah memahami secara mendalam konsep keadilan sosial Qur’ani dan
mengintegrasikannya secara konseptual dengan kerangka Sustainable Development Goals
(SDGs). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna teks dan wacana
secara kontekstual, sehingga relevan dengan karakter kajian keislaman dan pembangunan
berkelanjutan (Sugiyono, 2013).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks dan dokumen. Sumber data
terdiri atas: (1) sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan
keadilan (‘adl, qist, mizan) dan keadilan sosial, serta dokumen resmi terkait SDGs;
dan (2) sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan
dokumen akademik yang membahas keadilan sosial Islam, magashid syariah, dan
pembangunan berkelanjutan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu
dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi substansi dengan fokus penelitian dan
otoritas keilmuan penulisnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara
menelusuri, membaca, dan mencatat secara sistematis bagian-bagian penting dari
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teks Al-Qur’an, tafsir, dan literatur ilmiah terkait. Setiap data yang diperoleh
diklasifikasikan ke dalam kategori tematik, seperti dimensi keadilan distributif,
prosedural, dan restoratif, serta klaster tujuan SDGs yang relevan. Proses ini
dilakukan secara berulang (iteratif) untuk memastikan kedalaman dan ketepatan
pemaknaan.

Model penelitian yang digunakan adalah model analisis tematik-konseptual.
Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks (misalnya
'adl, qist, mizan, zakat, ketimpangan, keberlanjutan), kemudian memetakan
hubungan antar tema tersebut dengan klaster SDGs yang relevan. Pemetaan ini
menghasilkan skema konseptual yang menggambarkan bagaimana dimensi keadilan
sosial Qur’ani dapat diintegrasikan dengan kerangka pembangunan berkelanjutan
modern.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan
analisis komparatif. Analisis isi dilakukan dengan menafsirkan makna terminologi
keadilan dalam teks keagamaan dan membandingkannya dengan konsep keadilan
dan keberlanjutan dalam literatur pembangunan. Analisis komparatif digunakan
untuk melihat titik temu dan titik beda antara prinsip-prinsip keadilan Qur’ani dan
indikator SDGs, sehingga dapat dirumuskan model integrasi yang koheren. Hasil
analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dalam bentuk uraian naratif
yang sistematis, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan mencapai
tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan temuan utama penelitian kualitatif berbasis studi pustaka
mengenai konstruksi keadilan sosial Qur'ani dan integrasinya dengan kerangka SDGs,
kemudian membahasnya dengan bertumpu pada rumusan masalah: bagaimana dimensi
distributif, prosedural, dan restoratif dirumuskan dalam Al-Qur'an, bagaimana
korespondensinya dengan SDGs, serta bagaimana dimensi tersebut dapat
dioperasionalisasikan dalam pembangunan berkelanjutan.
Konseptualisasi Keadilan Sosial Qur’ani

Hasil analisis tematik terhadap teks Al-Qur’an menunjukkan bahwa keadilan sosial
dibangun di atas tiga terminologi kunci: 'adl, gist, dan mizan, yang tidak berdiri parsial, tetapi
membentuk satu bangunan konseptual yang saling melengkapi. 'Adl dimaknai sebagai
keseimbangan yang proporsional dan penempatan sesuatu pada tempatnya, sehingga
menuntut kesetaraan substantif dalam distribusi hak dan kewajiban. Qist menekankan
fairness dalam pembagian hak, yaitu keadilan yang dirasakan dalam praktik sosial, politik,
dan ekonomi. Mizan berfungsi sebagai “neraca objektif” yang menjadi standar moral untuk
mengukur apakah suatu kebijakan atau struktur sosial sudah selaras dengan keadilan.

Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa” (4):58 dan QS. Al-Hadid (57):25 memperlihatkan
bahwa Amanah publik, objektivitas hukum, dan penegakan al-mizan merupakan misi
kenabian yang bersifat struktural, bukan sekadar anjuran individual. Temuan ini menjawab
pertanyaan pertama penelitian dengan menegaskan bahwa keadilan sosial Qur’ani bukan
konsep tunggal, melainkan konstruksi multidimensi yang menyatu antara nilai normatif dan
instrumen operasional, yang tercermin dalam praktik muamalah dan filantropi Islam,
misalnya zakat, infak, sedekah dan waris.
Dimensi Distributif, Prosedural dan Restoratif

Analisis lebih lanjut mengelompokkan keadilan Qur’ani ke dalam tiga dimensi yang
berelasi langsung dengan klaster SDGs.
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Dimensi distributif tampak kuat dalam larangan sirkulasi kekayaan yang hanya
berputar di kalangan elit (QS. Al-Hashr:7), yang menuntut mekanisme redistribusi sistematis
melalui zakat, infak, sedekah, dan waris. Tafsir Hamka dan Sayyid Qutb menegaskan ayat ini
sebagai kritik terhadap akumulasi kekayaan lintas generasi yang menciptakan “kelas mapan”
dan meminggirkan kelompok rentan. Secara substantif, temuan ini menunjukkan bahwa
kerangka Qur’ani sejalan dengan tujuan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10
(Berkurangnya Kesenjangan), tetapi dengan tekanan lebih kuat pada pencegahan konsentrasi
kekayaan sebagai dosa struktural, bukan sekadar masalah efisiensi ekonomi.

Dimensi prosedural tercermin dalam ayat-ayat yang menuntut objektivitas hukum
dan non-diskriminasi, seperti QS. Al-Ma’idah (5):8, yang melarang kebencian kelompok
tertentu mempengaruhi putusan. Mekanisme syura (musyawarah) dan etika akuntabilitas
amanah publik dalam QS. An-Nisa’ (4):58 menegaskan bahwa keadilan bukan hanya soal
“hasil akhir” yang merata, tetapi juga proses pengambilan keputusan yang inklusif dan
transparan. Ini berkorespondensi dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan
yang Tangguh), di mana tata kelola yang partisipatif, bebas korupsi, dan berbasis amanah
merupakan prasyarat tercapainya pembangunan jangka panjang.

Dimensi restoratif tampak jelas dalam QS. Al-Baqarah (2):177 yang menghubungkan
kebaikan (al-birr) dengan kepedulian konkret terhadap kelompok marginal: fakir, yatim,
musafir, dan hamba sahaya. Keadilan di sini bukan sekadar menghukum pelanggaran,
melainkan memulihkan martabat dan kapasitas hidup kelompok yang terdampak
ketidakadilan. Dimensi ini sangat relevan dengan SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 5
(Kesetaraan Gender), dan berbagai target perlindungan sosial, karena menekankan
pemulihan relasi sosial dan penguatan kelompok rentan melalui skema bantuan dan
pemberdayaan yang berkeadilan.

Ketiga dimensi ini saling berkaitan: distribusi yang adil tanpa proses yang adil akan
melahirkan kecurigaan dan delegitimasi, sementara kebijakan prosedural yang tertib tanpa
pemulihan ketimpangan struktural hanya akan mempertahankan status quo.

Integrasi Keadilan Qur’ani dengan Kerangka SDGs

Temuan berikutnya menunjukkan adanya korespondensi filosofis yang kuat antara
nilai-nilai Qur'ani dan visi pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam SDGs.
Konsep khalifah dalam QS. Al-Baqarah (2):30 menempatkan manusia sebagai penjaga bumi,
selaras dengan gagasan intergenerational equity dalam pembangunan berkelanjutan yang
menuntut pemenuhan kebutuhan generasi kini tanpa merusak peluang generasi mendatang.
Perbedaannya, SDGs cenderung berangkat dari horizon etis sekuler, sementara Al-Qur’an
mendasarkan mandat ini pada pertanggungjawaban teologis di hadapan Allah, sehingga
menambah bobot moral dan motivasi spiritual dalam pelaksanaan.

Dalam tataran operasional, model integratif yang dikemukakan dalam naskah
memetakan zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen utama pencapaian SDG 1 dan 10; syura
dan amanah publik sebagai pilar SDG 16; serta larangan israf (berlebihan) dan fasad
(kerusakan) sebagai basis etis SDG 12, 13, dan 15. Dengan demikian, SDGs tidak diposisikan
sebagai “agenda asing”, tetapi sebagai kerangka teknis yang dapat diisi dan dikritisi oleh nilai-
nilai Qur'ani sehingga lebih berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar indikator
statistik.
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Tantangan dan Peluang Implementasi

Dari sisi implementasi, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama:
pertama, kesenjangan hermeneutis antara teks klasik dengan konteks kebijakan modern, yang
menuntut ijtihad baru untuk menerjemahkan maqashid ke dalam instrumen fiskal, regulasi,
dan desain program sosial. Kedua, kapasitas kelembagaan lembaga zakat dan wakaf yang
belum optimal, baik dari segi manajemen, teknologi, maupun integrasi data dengan sistem
perlindungan sosial negara. Ketiga, konteks politik-ekonomi global yang masih didominasi
paradigma neoliberal, yang sering kali bertentangan dengan prinsip anti-konsentrasi
kekayaan dan pembatasan eksploitasi yang diajarkan Islam.

Di sisi lain, terdapat peluang strategis yang cukup besar. Momentum pasca-pandemi
dan meningkatnya wacana keuangan sosial Islam (Islamic social finance) membuka ruang
bagi penguatan zakat dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial yang terintegrasi dengan
SDGs. Perkembangan financial technology (fintech) di bidang zakat dan sedekah
memungkinkan perluasan basis muzaki dan percepatan penyaluran dana ke mustahik, yang
berpotensi memperkecil asymmetry informasi dan meningkatkan transparansi. Selain itu,
kecenderungan negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk memasukkan nilai religius
dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional memberi landasan politik bagi model
ini.

Sintesis Hasil Penelitian

Pertama, konstruksi konseptual keadilan sosial dalam Al-Qur’an teruji sebagai
bangunan yang bertumpu pada tiga dimensi—distributif, prosedural, dan restoratif —yang
menyatu antara nilai, struktur, dan instrumen. Kedua, terdapat korespondensi dan
keselarasan yang kuat antara prinsip keadilan Qur’ani dan kerangka SDGs, khususnya pada
tujuan penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penguatan institusi, dan
perlindungan kelompok rentan; namun Al-Qur’an menawarkan kedalaman moral dan
mekanisme normatif yang lebih eksplisit. Ketiga, model integratif yang disusun menunjukkan
bahwa keadilan Qur’ani dapat dioperasionalisasikan melalui kombinasi instrumen keuangan
sosial Islam, tata kelola berbasis syura dan amanah, serta etika ekologis, meskipun masih
menghadapi tantangan interpretatif, kelembagaan, dan politik-ekonomi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara eksplisit menegaskan bahwa integrasi
keadilan sosial Qur’ani ke dalam pembangunan berkelanjutan bukan hanya mungkin, tetapi
juga diperlukan untuk mengoreksi bias materialistik dan teknokratis dalam praktik SDGs,
serta memberikan landasan moral yang lebih kokoh bagi upaya mengatasi kemiskinan dan
kesenjangan sosial di Indonesia dan dunia Muslim yang lebih luas.

SIMPULAN

Simpulan utama dari hasil penelitian ini dapat diringkas dalam tiga poin pokok
berikut:

Pertama, kajian ini menegaskan bahwa konstruksi keadilan sosial Qur’ani yang
bertumpu pada dimensi distributif (‘adl), prosedural (gist), dan restoratif (mizan) selaras
dengan temuan keadilan dalam literatur kontemporer, namun menawarkan basis normatif
yang lebih komprehensif. Dimensi redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah
sejalan dengan temuan Beik & Arsyianti (2016) dan berbagai kajian zakat-SDGs yang
menunjukkan bahwa zakat mampu menurunkan kemiskinan dan meningkatkan
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kesejahteraan mustahik, tetapi kajian ini menambahkan fondasi teologis yang kuat terhadap
keharusan mencegah konsentrasi kekayaan sebagai mandat syar’i, bukan sekadar instrumen
kebijakan sosial.

Kedua, kompatibilitas antara prinsip keadilan Qur’ani dan kerangka SDGs yang
ditemukan dalam penelitian ini menguatkan hasil studi sistematis tentang Islamic social
finance dan maqashid-SDGs. Riset-riset mutakhir menunjukkan bahwa instrumen keuangan
sosial Islam (zakat, wakaf, sedekah) dan maqashid al-syariah secara konseptual selaras
dengan mayoritas tujuan SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, pengurangan
ketimpangan, dan inklusi sosial (Awang et al, 2025). Kontribusi studi ini adalah
memformulasikan pemetaan yang lebih eksplisit antara tiga dimensi keadilan Qur’ani dan
klaster SDGs (ekonomi, tata kelola, lingkungan), sekaligus menunjukkan bahwa SDGs dapat
diperkokoh oleh kerangka etis-spiritual Al-Qur’an sehingga tidak berhenti pada indikator
teknokratis semata.

Ketiga, temuan mengenai tantangan dan peluang implementasi model integratif
keadilan Qur’ani-SDGs sejalan dengan riset-riset terdahulu yang menyoroti pentingnya tata
kelola zakat yang baik, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kerangka kebijakan
untuk mengoptimalkan peran keuangan sosial Islam dalam pencapaian SDGs. Penelitian ini
menegaskan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya bergantung pada desain instrumen
finansial, tetapi juga pada reformasi kelembagaan, ijtihad metodologis, serta dialog kebijakan
yang melibatkan ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan, sebagaimana direkomendasikan
oleh studi-studi tentang integrasi maqashid al-syariah dengan agenda pembangunan global.
Dengan demikian, kajian ini memperkaya literatur dengan menawarkan model konseptual
yang dapat dijadikan rujukan teoritis dan normatif bagi pengembangan kebijakan
pembangunan berkelanjutan yang adil dan bermakna di konteks negara Muslim seperti
Indonesia.
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